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5.1  Kesimpulan 
  Penelitian mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan kondisi service-
level solvency pada Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur tahun 
2010-2014 dengan menggunakan persepktif informasi keuangan berdasarkan 
indeks solvabilitas layanan yang terdiri dari indeks rasio total aset per kapita, 
indeks rasio total ekuitas per kapita, dan indeks rasio total belanja/pengeluaran per 
kapita terdapat 38 Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang digunakan sebagai 
sampel untuk penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang 
telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  
1. Ada peningkatan tingkat solvabilitas layanan untuk semua Pemerintah 
daearah selama tahun 2010-2014 seperti yang ditunjukan tren ke atas 
untuk semua rasio solvabilitas tingkat layanan dengan berbagai tingkat 
pertumbuhan. 
2. Indeks solvabilitas layanan terbaik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di 
Jawa Timur tahun 2011-2014 adalah Pemerintah daerah Kabupaten 
Mojokerto, yang ditunjukan dengan peningkatan di setiap indeks rasio 
spolvabilitas layanannya, sedangkan Pemerintah daerah Kabupaten 
Pacitan sebagai Kabupaten yang memiliki peringkat terendah.  
3. Peringkat rasio total aset per kapita dan rasio total ekuitas  terbaik adalah 





Mojokerto, dan diikuti Pemerintah daerah Kota Kediri. Sedangkan, 
peringkat rasio total belanja/pengeluaran per kapita terbaik adalah Kota 
Mojokerto, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Kediri, dan diikuti Kota 
Probolinggo yang menunjukan bahwa terjadinya peningkatan daya beli 
belanja Pemerintah daerah Kota Mojokerto untuk menghasilkan barang 
dan jasa bagi keperluan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. 
4. Dari proses pembentukan klaster pada Pemerintah daerah kabupaten dan 
kota di Jawa Timur didapatkan 4 klaster dengan rincian anggota dan 
karakteristik sebagi berikut : 
- Klaster 1 terdiri dari 16 Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Klaster 
ini memiliki rata-rata indeks rasio total solvabilitas layanan yang 
sangat rendah dibanding dengan klaster lain. 
- Klaster 2 terdiri dari 4 Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Klaster ini 
memiliki rata-rata indeks rasio total Solvabilitas layanan yang sangat 
tinggi di banding dengan klaster lain karena, sebagian besar 
Pemerintah daerah ini memiliki kegiatan perekonomian yang sangat 
tinggi/baik. 
- Klaster 3 terdiri dari 14 Pemerintah daerah Kabupaten. Klaster ini 
memiliki rata-arata indeks rasio solvabilitas layanan yang rendah di 
banding dengan klaster lain.  
- Klaster 4 teridiri dari 4 Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Klaster ini 





banding dengan klaster lain karena, sebagian besar Pemerintah daerah 
ini merupakan pusat perdangan dan pendidikan yang terbaik. 
5.2  Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya adalah 
sebagai berikut: 
1. Tahun 2014 untuk Pemerintah daerah kabupaten Bangkalan dan Sumenep 
tidak melaporkan hasil laporan keuangan mereka, dikarenakan pada 
Pemerintah daerah tersebut terkena kasus yang berurusan dengan badan 
hukum. Sehingga, peneliti tidak bisa memperoeh data dari laporan keuangan 
Pemerintah daerah tersebut. 
2. Pada analisis klaster yang memilik subjektivitas yang tinggi, termasuk dalam 
hal pemilihan variabel/indikator dengan menggunakan metode yang berbeda 
pada data yang sama akan dapat menghasilkan pengelompokan kriteria yang 
berbeda. 
5.3 Saran 
 Dengan adanya keterbatasan penelitian seperti yang telah disampaikan 
pada sub bab sebelumnya, maka peneliti ingin memberikan saran untuk peneliti 
selanjutnya sebagai berikut :  
1. Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan rasio-rasio 
solvabilitas layanan Pemerintah daerah untuk mengukur seberapa baik 
solvabilitas layanan Pemerintah daerah dalam melayani masyarakatnya, 





2. Peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah sampel Pemerintah daerah 
selain yang ada di Jawa Timur, mengingat solvabilitas layanan Pemerintah 
daerah di masing-masing daerah berbeda. 
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